
Menimbang

SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

128 /PMK.A7 / 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.OT /2021 tentang
Pengelolaan Dana Desa, Nota Dinas Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Kediri Nomor 412.6 / 4515 / 418.24 / 2022 tanggal
28 September 2022 perihal Rancangan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 11

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Kabupaten
Kediri Tahun Anggaran 2022 dan Berita Acara Nomor

412.6 / 4849 I 418.24 /2022 tanggal L4 Oktober 2022
tentang Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan

Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan

Dana Desa Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2022, untuk
penyempurnaan ketentuan mengenai penyaluran,
penggunaan dan sanksi atas pengelolaan Dana Desa perlu
merubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Kediri Tahun
Anggaran 2022 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor
11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Kabupaten
Kediri Tahun Anggaran 2O22 ;
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (t embaran

Negara Republik Indonesia ' Tahun 201 1 Nomor 82

Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

52341 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 1,43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a95) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791 ;
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6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2L tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

(I-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O2l Nomor

245, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6735) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali teraHrir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 41, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)';

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2O2l tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Al4
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2A1-1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2l Nomor 186);

9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2O2l tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2022 (t embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2l Nomor 260l ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );
ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 611);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2O2O

tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O, Nomor la96l;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggd,
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2I, Nomor 961);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.O7 /2021
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021, Nomor 14241 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

128/PMK.OT 12022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.O7 /2021 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 819);

15. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan
Perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2A2l tentang Perubahan
Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun
2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2OL6

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2OL6 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor A7) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun
2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2021 Nomor 11) ;

18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 67 Tahun 2O2l tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2A22 @erita Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2A2l Nomor 67);

19. Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Kediri Tahun Anggaran

2022 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor

11) ;
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MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA KABUPATEN KEDIzu
TAHUN ANGGARAN 2A22

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor

11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Kabupaten
Kediri Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2022 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

Ketentuan ayat (4) huruf a dan huruf b dan ayat (5) huruf
a Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 9

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui
RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa

setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa

dari bupati.
(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan

ketentuan:

a. tahap I sebesar 4Ao/o (empat puluh persen) dari
pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan
Januari dan paling lambat bulan September;

b. tahap II sebesar 4oo/o (empat puluh persen) dari
pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan
Maret dan paling lambat bulan September; dan

c. tahap III sebesar 2Ao/o (dua puluh persen) dari pagu

Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua)

tahap, dengan ketentuan:

1
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a. Tahap I sebesar 6ooh (enam puluh persen) dari
Pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan
Januari dan paling lambat bulan September; dan

b. Tahap II sebesar 4oo/o (empat puluh persen) dari
Pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan
Maret.

(6) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan
Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas)

bulan.
(7) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari
besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan
dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN

tahun anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling

tinggr sebesar 600/o (enam puluh persen) dari Pagu

Dana Desa setiap Desa.

(8) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Desa

berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan

kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi

Corona Virus Disea.se 2019 (COVID-L9).

(9) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan
setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

dalam indeks Desa membangun.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 15

(1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

ayat (U huruf a dapat diberikan kepada keluarga
penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai

berikut:
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang

berdomisili di Desa bersangkutan dan

diprioritaskan untuk keluarga miskin yang

termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim;
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b. kehilangan mata pencaharian;

c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
menahun/kronis;

d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial

dari APBN yang terhenti;
e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona

Vints Di.sea.se 2019 (COVID-19) dan belum

menerima bantuan; dan

f. rumah tangga dengan anggota keluarga rumah

tangga tunggal lanjut usia.
(21 Keluarga penerima manfaat BLT Desa dapat

menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan
pembelian pupuk.

(4) Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan

Kepala Desa.

(5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) paling kurang memuat :

a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;

b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan
jenis kelompok pekeq'aan; dan

c. jumlah keluarga penerima manfaat.

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan

kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(71 Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima

manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan

dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan

secara sekaligus.

(S) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua

sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari

kebutuhan BLT Desa, pembayaran ata,s selisih

kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan

bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain

Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
(9) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan

kedua sampai dengan kedua belas tidak boleh lebih

kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT

Desa bulan kesatu.
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(10) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

mengalami perubahan karena meninggal dunia atau
tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa

wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat
yang baru.

(11) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat
yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10),

kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga
penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa

berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima

manfaat dengan menjelaskan penuruna.n realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat.

(12) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa

sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga
penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1 1).

(13) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan
kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan

daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada (11), dapat digunakan
untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di
Desa, bidang kesehatan, dan/atau penguatan

ketahanan pangan dan hewani.

(14) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan

atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (13) kepada bupati.

(15) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan

data realisasi yang disampaikan oleh kepala Desa

disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (11) dan penggunaan sisa BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (13) pada aplikasi

online monitoring sistem perbendaharaan negara.

(16) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga

penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) dan/atau penambahan jumlah

keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan

dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam

peraturan kepala Desa setelah dilaksanakart

musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil.
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Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 17

(1) Penanganan pandemi Corona Virus Disea.se 2019

(COVID-L9I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando

penanganan pandemi Corona Vints Disea.se 2019

(COVID-L9I di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.

{21 Pos komando penangarlan pandemi Corona Vints

Di.sease 2019 (COVID-L9) ataw pos jaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi :

a. pencegahan;

b. penanganan ;

c. pembinaan ; dan

d. pendukung pelaksanaan penanganan Corona

Vints Disease (COVID-L9/ di tingkat Desa.

(3) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus

Di.sease 2019 (COVID-I?) termasuk pelaksanaan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa

berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2l,, berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Bupati penerima Dana Desa mendorong dan

memantau pelaksanaan kegiatan penanganan

pandemi Corona Vints Di,sease 2019 (COVID-L9) yxrg
didanai dari Dana Desa.

(5) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian

anggaran dukungan pendanaan penangan ant Corona

Virus Di.sea.se 2019 (COVID-L9) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dengan

memperhatikan tingkat kasus Corona Virus Disease

2019 (COVID-L9) yang ditetapkan oleh satuan tugas

Corona Virus Disea.se 2019 (COVID-I9) setempat

paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa

menganggarkan dukungan pendanaan penanganan

Corona Vints Disease 2019 (COVID-19).
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(6) Penyesuaian anggararr dukungan pendanaan
penanganant Corona Vints Di"sease 2019 (COVID-I9)

oleh pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), dilaksanakan berdasarkan surat bupati
kepada kepala Desa yang menyatakan Desa dapat
melakukan penyesuaian dengan mekanisme
penganggararl yang berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{71 Hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diprioritaskan
untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di
Desa, bidang kesehatan, dan/atau penguatan

ketahanan pangan dan hewani.

Ketentuan ayat (1), ayat (41, ayat (5), ayat (7) dan ayat (8)

Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 22

(1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :

a. Kepala Desa danlatau Perangkat Desa melakukan
penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan
sebagai tersangka;

b. Desa mengalami permasalahan administrasi,
ketidakjelasan status hukum, dan/atau status
keberadaan desa; atau

c. Penyalahgunaan wewena.ng oleh bupati terkait
pelantikan dan/atau penghentian Kepala Desa

yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

dapat dilakukan penghentian penyaluran Dana Desa

non BLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau
tahun anggaran berikutnya oleh Menteri Keuangan

c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(21 Bupati melakukarl pemantauan atas proses perkara

hukum penyalahgunaa.n Dana Desa yang melibatkan
Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 Kepala Desa dan/atau
Perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka,
Bupati menyampaikan surat permohonan
penghentian penyaluran Dana Desa kepada

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.
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(4) Penghentian penyaluran Dana Desa non BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan:
a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana

dimaksud pada ayat (3);

b. surat rekomendasi dari Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri daurt/atau Bupati atas permasalahan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

atau
c. surat rekomendasi dari kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b,

berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur.
(5) Penghentian penyaluran Dana Desa non BLT Desa

berdasarkan surat permohonan dari Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau
surat rekomendasi dari Kementeri€rn negar a / I*rrrbaga
terkait dan/atau Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (41 huruf b dan hurf c dilakukan mulai
penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahap
berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

(6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa

tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun
anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa

non BLT Desa untuk tahun anggaran 2023
dihentikan.

{7) Penghentian penyaluran Dana Desa non BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)

dilakukan melalui naskah Dinas Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan kepada Bupati.

(8) Dana Desa non BLT Desa yang dihentikan
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat {71

tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
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5. Ketentuan Pasal 23 diubah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (a) huruf
a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada

tahun anggaran berikutnya setelah periode

penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran

berjalan.

{21 Pengecualian atas pengaturan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan menerima surat permohonan pencabutan

penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati
paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran

berjalan.
(3) Surat permohonan pencabutan penghentian

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 diterbitkan setelah terdapat pencabutan

status hukum tersangka, pemulihan status hukum
tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.

(4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf
b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

menerima surat rekomendasi pencabutan

penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian

negara/Lembaga terkait dan/atau bupati paling

lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal Desa dihentikan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat{4) huruf
c, Dana Desa yang telah dialokasikan pada tahun
anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam

hal bupati telah melantik kepala Desa hasil pemilihan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(6) Dalam ha1 pelantikan kepala Desa hasil pemilihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana

Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali.
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{71 Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dilakukan setelah Menteri Keuangan

c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

menerima surat rekomendasi pencabutan

penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian

yang menyelenggarakan urusarr pemerintahan dalam

negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur.
(8) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan

penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (71 diterima setelah batas waktu
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran

tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (4) huruf a dan huruf b, Dana Desa yang

telah diberhentikan dapat disalurkan kembali.

(9) Penyaluran kembali Dana Desa sebagaimana pada

ayat (8) dengan terlebih dahulu memperhatikan

kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 atau surat rekomendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tangga,l 15 Juni
tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk
tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk
Desa tersebut telah dialokasikan.

6. Ketentuan ayat (21 Pasal 24 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT

Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun
anggaran 2O2l dikenakan sanksi pemotongan Dana

Desa sebesar 5Oo/o (lima puluh persen) dari Dana

Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun

Anggaran 2022 diluar kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa.

(21 Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil

musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil :

a. tidak terdapat calon keluarga penerima manflaat

BLT Desa yang memenuhi kriteria ; atau
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b. anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk
pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima
manfaat yang telah terdata dan/atau telah
ditetapkan karena :

1) terdapat penurunan pagu Dana Desa setiap
Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap
Desa; dan/atau

2l Desa terkena sanksi penghentiarl penyaluran
Dana Desa akibat Kepala Desa dan/atau
perangkat Desa melakukan penyalahgunaan
Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka.

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah
insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (21

ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang
diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau
pejabat yang ditunjuk.

(4) Bupati menandai desa yang akan dikenakan sanksi
pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (OM SPAN).

Pasal tI
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 18 - 10 - 2022

BUPATI KEDIRI,
ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri.
pada tanggal, 18 - 10 - 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

ADI SUWIGI{YO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR : 82

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARTS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat
u

Hukum

SUWONO
Penata Tingkat I

Plt.

NrP. 1966rt2s 198903 1 010


